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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, agar
manusia mampu mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan serta
menjalankan perannya masing-masing untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia
dan kekal. Allah swt. telah menetapkan suatu aturan yang sesuai dengan fitrah
mulia manusia yang dengan fitrah, terjaga harga diri dan kehormatan manusia. Oleh
karena itu, Dia menjadikan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan
sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya, terucapnya ijab kabul
sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa

mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain.!

Manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik yaitu dengan
pernikahan, agar dapat terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para peran
perempuan terjaga dari label sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang
menginginkannya. Dan terbentuk pula rumah tangga yang dipenuhi dengan

kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih seorang ayah, sehingga dapat

1 sayyid Sabiq, Figih Sunnah 3, (Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet-1, h. 194



menghasilkan keturunan yang baik. Pernikahan seperti itulah yang disyariatkan

agama Islam dan diridhai oleh Allah swt.?

Perkawinan merupakan suatu perikatan yang kukuh (mitsagan galidzan) yang
dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan, bukan hanya sekadar penyaluran
kebutuhan biologis. Pengertian yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 selaras dengan pengertian

perkawinan yang dikemukakan oleh ulama mutaakhirin.®

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga dan hubungan
kekerabatan yang bahagia, rukun dan kekal.* Suatu keluarga dapat dikatakan
harmonis apabila kebutuhan pokoknya terpenuhi, seperti sandang, pangan, papan,

sampai kepada adanya seorang anak hasil dari perkawinan yang sah.

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang
Perkawinan Nasional yang mengatur segala masalah tentang perkawinan menurut
agama, kemudian Pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 1975.

Syarat yang harus di penuhi pada saat melangsungkan perkawinan dalam hal
pencatatan perkawinan salah satunya adalah calon mempelai laki-laki dan

perempuan minimal berumur 19 tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat

2 1bid

3Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet-1, h. 13

4 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Cet-
V,h. 71



(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.®

Pasal tersebut mengandung arti bahwa calon suami istri harus dewasa dan
memiliki kematangan jiwa ketika akan melangsungkan perkawinan, agar keduanya
mendapatkan keturunan yang baik dan sehar serta dapat terwujudnya keluarga yang

harmonis.

Menurut Helmi Karim masalah kedewasaan merupakan masalah yang
penting, khususnya dalam lembaga perkawinan, hal tersebut membawa pengaruh
terhadap keberhasilan rumah tangga, orang yang telah dewasa, baik fisik, dan
mental belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga yang sempurna,

apalagi orang muda yang belum dewasa.®

Kematangan fisik, mental, dan emosional akan menghasilkan keturunan yang
baik dan sehat, persoalan rumah tangga dapat diselesaikan dengan bijak, bukan
sebaliknya, perkawinan harus berakhir dengan perceraian karena disebabkan

ketidak matangan emosional dan fisik kedua belah pihak.’

Usia dewasa yang ditetapkan dalam perundang-undangan di Indonesia

bervariasi. Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan

® Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum
Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet-Il, h. 93

6 Helmi Karim, Kedewasaan Untuk Menikah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 25

7 Ohan Wahyu Nurjaman, Implikasi Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Cikancung, Thesis,
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) syarat
mendapat izin untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ialah
harus berusia 19 tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 15 ayat
(1) menyebutkan bahwa syarat melaksanakan perkawinan bagi laki-laki berusia 19
tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1): “Anak adalah seorang
yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.”
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, tentang
ketenagakerjaan Pasal 26 ditegaskan bahwa: “Anak adalah setiap orang yang belum
berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 disebutkan
bahwa: “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum

pernah kawin.”

Di Indonesia Undang-Undang memberikan jalan keluar bagi mereka yang
akan melangsungkan perkawinan namun usianya masih di bawah umur. Hal
tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Fikih atau hukum Islam tidak membatasi minimal usia pernikahan. Jumhur
atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan
anak perempuannya dalam usia berapapun. Nabi Muhammad SAW dan Siti

Aisyah, beberapa riwayat menyebutkan, Aisyah dinikahkan dengan Nabi pada usia



6 tahun dan tinggal bersama Nabi pada usia 9 tahun. Sementara waktu itu Nabi
berusia 50-an tahun. Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama

memakruhkan praktik pernikahan usia dini.®

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur’an atau hadis
Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur’an dan begitu pula ada

hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.®

Rasulullah Saw, menikahi Aisyah r.a ketika berusia enam tahun dan menggaulinya
pada usia sembilan tahun. Apabila dipahami secara kontekstual , hadits tersebut
hanya sebagai khabar (berita) bukan khitob (doktrin) yang harus dilaksanakan atau
ditinggalkan, karena boleh jadi kultur daerah alam Hijaz pada masa Rasulullah

memungkinkan usia sembilan tahun atau dibawahnya sudah dianggap dewasa.*®

Hal-hal yang disebutkan di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus
dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu
dapat berbeda di antara laki-laki dan perempuan; dapat pula berbeda karena
perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau
disebabkan oleh faktor lainnya. Untuk menentukannya diserahkan kepada pembuat

undang-undang di lingkungan masing-masing.!

8 Mufidah, Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga, (Malang: UIN-MALIKI
PRESS, 2010), Cet-1, h. 143

® Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figih Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 67

10 Dedi Supriyadi, Figh Munakahat Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 45

1 1bid, h. 68



Perkawinan dini ( di bawah umur) tidak dianjurkan, mengingat mereka
dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (rusyd). Selain itu,
mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak
mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan

sebagai suami istri terutama dalam pengelolaan rumah tangga.!?

Pengaturan terhadap batasan minimal usia perkawinan sebagaimana diatur
dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dianggap bertentangan dengan Undang-Undang
Perlindungan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia,
terkhusus dalam permasalahan hak anak. Pasal 7 tersebut meresahkan karena
menjadi pintu terbukanya perkawinan anak. Hal ini dikuatkan dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomo 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Pasal 7
ayat (1) frasa usia “16 (enam belas) tahun” UU tentang Perkawinan bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada pokok pertimbangannya Mahkamah
Konstitusi berpendapat bahwa pengaturan tentang batasan usia perkawinan yakni
19 tahun untuk mempelai laki-laki dan 16 tahun untuk mempelai perempuan pada
dasarnya bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap anak yang

menempatkan batas usia anak adalah 18 tahun, serta ketentuan tersebut juga

2 Asep Aminudin. “Batas Usia Pernikahan Ditinjau Magasid al-Syari’ah (Kajian atas
Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia”,
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati



melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1975.12

Lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menekan laju penduduk
Indonesia dan mengatur agar keluarga Indonesia menjadi keluarga bahagia dan
sejahtera, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
yang mempunyai program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Salah satu upaya
yang dilakukan BKKBN guna untuk mencegah perkawinan pada anak adalah
dengan meminta peremrintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, yang pernah juga dilakukan oleh Pengurus Besar
Nahdatul Ulama (PBNU). Sebab Undang-Undang tersebut dinilai mendorong
fenomena pernikahan usia dini dan kematian ibu saat melahirkan. Menurut Ketua
Umum PBNU Prof. Dr. Said Aqil Siradj, batasan minimal usia perempuan menikah
16 tahun sudah tidak relevan lagi karena beresiko tinggi. la pun mengeluhkan
perbedaan batasan usia pernikahan bagi perempuan di dalam hukum negara kita.
Undang-Undang Perkawinan menyebutkan batasan minimal 16 tahun, sedangkan
Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan 18 tahun dan BKKBN

menyarankan usia menikah pertama bagi perempuan 21 tahun.**

13 Wahid Gusti Hendriawan, Resensi Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hubungannya
Dengan Perlindungan Anak, 2019

14 Musthafa Helmy, Usia Tepat untuk Menikah, Majalah Perkawinan dan Keluarga, (Jakarta:
BP4 Pusat, 2012), No. 483, 27



Upaya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan ini juga pernah diajukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
dalam perkara 30/PUU-X11/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak (YPHA)
dalam perkara 74/PUU-X11/2014, namun pada saat itu gugatannya ditolak oleh
Mahkamah Konstitusi (MK).*> Dukungan terhadap rencana revisi UU Perkawinan
itu pun muncul dalam hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada 25-

27 April 2017. KUPI memandang usia 16 tahun terlalu dini untuk pernikahan.®

Karena adanya variasi hukum diatas, terdapat perbedaan batasan usia dewasa
pada aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka masalah diatas harus di

teliti dan dianalisis lebih dalam lagi.

Dengan melihat latar belakang penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk
membahas lebih lanjut penelitian ini dengan judul skripsi: “Usia Minimum
Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hubungannya Dengan Perlindungan

Anak”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa latar belakang perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan?

2. Bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur usia perkawinan?

15 Tempo.co Jakarta, Minggu 26 Januari 2020 15:12 WIB
16 Ibid



3. Bagaimana hubungan batas usia minimun perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan
Perlindungan Anak?
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui latar belakang perubahan batas usia perkawinan dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Untuk mengetahui sistem hukum Indonesia mengatur usia perkawinan

c. Untuk mengetahui hubungan batas usia minimun perkawinan dalam Pasal
7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
dengan Perlindungan Anak

2. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penulis terhadap kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan
bisa menjadi pengembangan pengetahuan serta sumber rujukan bagi perkembangan

ilmu Hukum Keluarga.

Selain itu, hasil penelitian ini secara praktis dapat menjadi ilmu dalam
menambah wawasan dan informasi terhadap ilmu pengetahuan terutama dalam
batasan usia perkawinan. Sehingga bisa menjadi bahan bacaan dan sumber

informasi bagi masyarakat maupun akademisi.



D. Tinjauan Pustaka

Adapun skripsi yang mengarah kepada pembahasan batasan minimum usia
perkawinan yaitu skripsi Siti Nuraeni Kamilah yang berjudul: “Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Yang Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus di Lembaga
Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2016)” Skripsi ini
menjelaskan tentang latar belakang keluarga yang menikahkan anaknya pada usia
di bawah umur, serta dampak dari pasangan yang nikah di bawah umur dan peran
Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat dalam membantu penyelesaian

persoalan pasangan yang nikah di bawah umur.’

Skripsi Dzikri Mauludi Muhamad Zulfiqor yang berjudul: “Urgensi Kursus
Pra-Nikah Dalam Upaya Mengurangi Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur
Studi Pada BP4 Di KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut”
Skripsi ini menjelaskan tentang fungsi dan peran BP4 KUA Kecamatan Balubur

Limbangan dalam mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur.®

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan yang lainnya, penulis
meneliti latar belakang diassdsadfnaikkannya kebijakan usia minimum perkawinan

yang ditinjau dari segi yuridis serta hubungannya dengan perlindungan anak. dari

7 Siti Nuraeni Kamilah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Nikah Di Bawah Umur

(Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak”. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati,
2016

18 Dzikri Mauludi Muhamad Zulfigor. “Urgensi Kursus Pra Nikah Dalam Upaya Mengurangi

Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Studi Pada BP4 Di KUA Kecamatan Balubur Limbangan
Kabupaten Garut”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, 2017.

10



berbagai fenomena yang telah diuraikan diatas , penulis tertarik untuk melakukan
penelitian terkait dengan Usia Minimum Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hubungannya Dengan Perlindungan Anak.

E. Kerangka Berfikir

Mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmabh,
merupakan cita-cita semua orang yang berumah tangga. Langkah awal yang akan
berpengaruh terhadap rumah tangga tersebut adalah faktor usia ketika kedua

mempelai berkehendak untuk melaksanakan perkawinan.

Al-Qur’an dan al-Hadits banyak mengungkapkan tentang tujuan dari
pernikahan, tetapi tidak ada satu konteks ayat ataupun hadits yang menyatakan
secara jelas mengenai batas usia minimal seseorang untuk menikah. Pada dasarnya
dalam al-Qur’an dan al-hadits tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur
menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan
melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan
dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan
baik. Dan dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu
menunaikan hak dan kewajibannya secara baik. Dalam surat al-Nisa (4): 6

disebutkan:

11



201540 2l ) B3 10 agie £BAT (8 ALK ) AT 1Y) S el )
158 8 bastaniigli G H8 Gas®)sa&s G 1oy Bl b RE Y
s iy (5% 3l 15l 20 5ol ) sl 198% iy Saally 0L

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta
anak vyatim lebih dari batas kepatutan (janganlah kamu) tergesa-gesa
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara
pemelihara iti) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta
anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu
menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka,
maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.
Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”*®

Yang dimaksud “cukup umur untuk kawin” diatas ialah usia baligh®,
sedangkan yang dimaksud “rusydan” adalah baik dalam agamanya dan pandai
memelihara harta?’. Berdasarkan penafsiran ayat diatas, menunjukkan bahwa
kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan rusydan. Akan tetapi rusydan
dan umur kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi
ada kalanya belum rusydan dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus
liImiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Dijelaskan dalam Kitab al-

Figh ‘Ala Madzahid al-Arba’ah, batas baligh seorang anak biasanya ditandai

19 Soenarjo, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 115-116

20 Abdulah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishag Al-Sheikh, Lubaabu Al-Tafsir Min Ibn
Katsir: Tafsir Ibnu Katsir, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’l,
2003, cet. Ke-2, Jilid 11, h. 236

21 1bid, h. 237
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dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki

dan haidh bagi perempuan.?

Kategori baligh menurut Rasulullah Saw terdapat dari beberapa riwayat hadits

diantaranya dari Aisyah dan para sahabat, bahwa Nabi Saw bersabda:
o3 By A LU0 (e (G Fa o3sall e 00 Ge gl ad)

“Diangkat qalam dari tiga orang: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak

kecil sampai ia ihtilam, dari orang gila sampai ia sadar.” (Hadits No. 4405)

Kategori baligh menurut ukuran fisik adalah ketika seorang anak mulai
tumbuh rambut/bulu di kemaluannya sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad

dari ‘Athiyyah al-Qurazhi.?®

Ketentuan dewasa memasuki usia perkawinan terakumulasi dalam empat
pendapat, pertama, Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa
dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan
dengan tanda-tanda datang haidh bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki.

Akan tetapi, tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang,

22 Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam
Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam, Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Bandar
Lampung, al-Adalah Vol. XII, No. 4, Desember 2015

23 Imam Abu Dawud, Musnad Abu Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-*Araby, tt.), Juz-1V, h.
425
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sehingga kedewasaan antara laki-laki dan pemermpuan sama, karena kedewasaan
ditentukan dengan akal. Dengan akal terjadi taklif dan dengan akal pula adanya
hukum. Kedua, Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai
umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Ketiga, Imam Malik

menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-lkai maupun perempuan.?

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.?®

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa
hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenubhi
syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan
cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Jadi, kedewasaan

menjadi ukuran boleh tidaknya seseorang melakukan tindakan hukum.?®

Terdapat variasi tentang kedewasaan dalam aturan perundang-undangan di

Indonesia, dan dengan dinaikkannya batasan usia perkawinan dapat memberikan

24 Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam
Hukum Nasional Indonesia, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 4 Nomor 1, Juli 2012

%5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 1

% Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam
Hukum Nasional Indonesia,Jurnal Syari’ah dan Hukum STAIN Tulungagung dan Kementrian Agama
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dampak pada pelaksanaan perkawinan. Di Indonesia pengaturan mengenai batas

usia berbeda-beda, diantaranya yaitu sebagai berikut:?’

1. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak
adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk usia dewasa diatur dalam
Pasal 47 ayat (1), anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun
atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang
tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam
Pasal 2 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur
21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

4. Dalam kaitan dengan batasan atau tingkatan usia, pengaturannya dapat dilihat
juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 72 yang
memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 ayat (1) membuat batas

antara belum dewasa (Minderjarigheid) dengan telah dewasa (meerjarigheid),

27 Nisa Ikhlasiyah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Usia Minimal Usia Dalam
Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan
Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tahun 2018), Skripsi,
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
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yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan
pendewasaan (Pasal 419).

6. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) menyebutkan batas usia anak
yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak
tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan

perkawinan.

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh calon
memepelai yang belum mecapai batas usia yang di tentukan oleh undang-undang,
artinya kedua calon mempelai harus memiliki kematangan jiwa dan raganya untuk
dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan

secara baik tanpa berakhirnya perceraian.

Mark E. berpandangan bahwa pengaturan usia minimal kawin merupakan
bagian dari tujuan Pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan
seperti perkawinan di bawah umur. Tujuan selanjutnya adalah untuk proyek
unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program persatuan Indonesia
berlandaskan Pancasila dan memenuhi tuntutan kemoderenan sebagaimana yang

telah terjadi di negara-negara lain.?®

28 Mark E. Cammack, Hukum Islam, h. 27
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Ketentuan batasan minimal usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

dalam Pasal 7 ayat (1):

“Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai

umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 15 menyebutkan bahwa batas usia

perkawinan, yaitu sebagai berikut:®

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal
7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya

berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Undang-undang memberikan jalan keluar apabila karena sesuatu hal

perkawinan mereka masih di bawah umur. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi
kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria

maupun pihak wanita”.

Begitupun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan sebagai berikut:

29 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 82
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“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan
kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk

tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,
secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.

Pasal 26 ayat (1) butir c menyebutkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab

keluarga dan orang tua adalah mencegah perkawinan pada usia anak. Sejalan
dengan kaidah figh 4aliaall ajis Lel 5l e AlaY) b iafipebijaksanaan
pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Untuk mengkaji masalah usia minimum perkawinan menurut Pasal 7 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hubungannya dengan perlindungan anak
meliputi teori-teori yang meliputi teori magasid Syar’iyah, teori kepastian hukum,

dan teori living law.

Teori Magasid Syar’iyah menyatakan bahwa tujuan agama dalam mengatur

kehidupan manusia adalah demi kemaslahatan kehidupan manusia. Seseorang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2)
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wajib memelihara akalnya, memelihara dirinya, memelihara hartanya, memelihara

keturunannya dan memelihara agamanya.

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu
yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya,
tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum
yang utama ada tiga, yaitu keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk

ketetapan, dan kemanfaatan untuk kebahagiaan.3?

Teori Living law merupakan hukum yang hidup di masyarakat. Menurut
Eugen Ehrlich (1862-1922) pusat kegiatan dari perkembangan hukum, tidak
terletak pada undang-undang tidak terletak pada ilmu hukum, dan juga tidak pada
putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum akan hidup
jika sesuai dengan cita-cita masyarakat, ditetapkan dalam undang-undang dan

diterima oleh masyarakat.*

F. Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

31 Juhaya S.Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, (Tasikmalaya: Latifah Press, 2009), h. 47

32 Muhamad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum, (PT Raja Grafindo
Persada: Bandung), 2011, h. 123.

33 Nisa Ikhlasiyah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Usia Minimal Usia Dalam
Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan
Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tahun 2018), Skripsi,
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif,
yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara
menelaah teori-teri, kosep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan batasan minimum usia perkawinan serta

hubungannya dengan perlindungan anak.
2. Jenis Data
Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualiatif, yaitu:

a. Latar belakang dinaikkannya batasan usia perkawinan pada Pasal 7 yat (1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

b. Sistem hukum di Indonesia dalam mengatur usia perkawinan;

c. Hubungan dinaikkannya batas minimum usia perkawinan dengan perlindungan
anak.

3. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Sumber data primer
Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala KUA
Kecamatan Margacinta Kota Bandung, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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dan Kompilasi Hukum Islam yang mana terdapat penjelasan mengenai
penaikkan batasan usia perkawinan.

b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa studi literatur yang
didapat dari jurnal, buku-buku, makalah dan website yang berhubungan dan
berkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dan sekunder:

a. Wawancara

Yaitu dengan tanya jawab langsung atau melalui perantara alat komunikasi
dengan sumber informan dari penelitian yang terkait. Informan dalam penelitian ini

adalah Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kec. Margacinta Kota Bandung

b. Studi Pustaka

Yaitu dengan menelaah atau mempelajari buku-buku atau yang berkaitan
dengan perkawinan yang kemudian dihubungkan dengan usia minimum
perkawinan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) dan tujuannya dengan perlindungan
anak serta hubungannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak.
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5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, sehingga setelah semua
data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan beberapa

tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Menelaah data yang telah dikumpulkan, bahan-bahan yang dikumpulkan disini
adalah Al-Qur’an, Hadis, Hasil wawancara, dan buku-buku yang berkaitan
dengan batasan usia minimum perkawinan

b. Mengklasifikasi data, yaitu data-data yang sudah ada kemudian dilakukan
klasifikasi menurut jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah
dan tujuan penelitian

c. Analisa data, setelah diklasifikasi menurut jenisnya, setelah semua data
dianalisa maka langkah selanjutnya adalah menyimpulkan hasil dari analisa

peneliti tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang ada.
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